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kondisi DPR seperti apa vang kita lihal sekarang. Basls uwlama vang menye:
babkan melemahnya eksistensi DPR adalah Peraturan Tata Tertib DER R
tahun Rincian 1979, Persoalannya sekarang ialah, bagaimana meninghathan
fungsi dan peranan DPR o masa mendatang. sehingga DPR dapat lebih
berperan sebagal lembaga Perwakilan vang benar-benar mampu melabirkan
kepentingan masyarakat dalarm menjabarkan isi konstitusi negara.

Dalam kaitan ini UUD 45 secara konsepsional sebenarnye telah
meletakkan landasan yang sangal kuat bagi kedudukan dan peranan DPR
dalam kehidupan bernegara vang demokratis. Kedudukan DPR vang kuat it
tercermin dari posisina yang tidak bisa dibubarkan oleh Presiden sebagai-
mana vang terjadi dalam sistem parlementer.

Di samping itu. fungs: kontral oleh DFR terhadap Presiden juga
menunfukikan bagaimana kuatnwa fungst dan kedudukan DPR dalam
penvelenggaraan negara. Akan tetapt dalam prakieknya, kita tidak melihat
sefault mana fungsi kontrel stu berjalan. Karena ternyatz kontrol DPR
terhadap Presiden hanya terbatas pada kegiatan Presiden vang dianggap
benar-benar menyimpang dar ULD 45, Sementara pengawasan rutin dalam
penyeienggaraan pemerintah terutama vang menyangkut tanggung fawab
keuangan negara, terlihat belum berfungsi sebagaimana vang diingtnkarn.
Dhalars banyak kasus pengeluaran keuangan negara untuk pembelian persen-
jataan misalnya, DPR tidak dizjak berkonsultasi oleh pemerintah.

Disiniltah sebenarnva letak perscalan dalam melihat peranan DFR
sebagai lambaga tingal negara. Apakah DPR dapat menialankan semuz
fungsinya. dan sejauh mana peranan dan fungsi it dapat berjalan sehingga
pelaksanaan UUD 45 vang murni dan konsekwen benar-benar dapat ber-
jalar Tulisan ini akan mencoba melibat beberapa kelemahan dalam penera-
par: fungsi dan peranan DPH sebagai lembaga pengimbang kekuasaan
eksekutif di Indonesia,

FUNGSI DPR MENURLUT UUD 45

UL 45 yang menganut ajaran kedaulan dengan dasar dan bentuk negara
kerakyatan menginginkan adanya DPR. Kedaulatan rakyat ini diatur dalam
pasal 1(1) UUD 45 vang berbunyi : Kedaulatan adalah di tangan rakvat, dan
dilakukan sepenuhrya olsh Majelis Permusvawaratan Rakyat (MPR).
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Tialam melaksanakan tugas kedaulatan (. lembaga inl memilik furgsi

- meran yang cukup banvak dalam menvelenggarakan pemerintaban

- arsara lain; fungst pengawasan terbadap Presiden, fungsi legielatii

saims - membentuk UL bersama Preciden dan atau menvetujud RUU dan

==75N yang diajukan Presiden, serta fungsinya sebagai wakil rakuvat -
—e== szmakan kepentingan rakyat.

§

f

Tizi=m hal fungsi pengawasan, pasal 23 UUD 45 dan penjelasannya
—e—=sn e masalah pengawasan ini dalam tiga hal pengawasan eksekutll,
e m=eaean keuangan negara dan pengawasan atas pajak-pajak negara.

Saam kaitannya pengawasan terhadap lembaga eksekutif. pasal 8
= . Taiz Terih DPR Rl tahun 1979 menentukan beberapa hak DPR,
= en (1] mengajukan pertaryaan bagh masing-masing anggoia; {2}
g2 seterangan: |3} mengadakan penyelidikan; (4) mangadakan pero-
“or=- T mengajukan pernyataan pendapat; (5] rengaiukan/menganjurkan
“ia ditentukan aleh suaty perundang-undangar.

=

D=ca keryataannye, kesemua hak-hak DPR ini tidak begitu saja dapat
“ei=— Latena hak uatuk meminta keserangan dan bak mengadakan
= (menelitiant sulit dilaksanakan, Secars materil, ketenuan: keten-
s —engena meminta keterangan kepada Presiden sulit dilakulkan. Hal ini
ceeaeian warena salah sam syaratnya: perrnintaan kelerangan pada Fresi-
o e diosulkan oleh sedikitnya 20 arang anggota dewan yangd herasal
s Se——pezi frabisi (pasal 11 Perawran Tata Tertik DPR BRI 1979, Arara
— ez aleh berbagai pertimbangan dan menurut politik dar masing-
e Saisi fidak mungkinn mudah dilepaskan.

Dmi=m hal perdawasan keuangan negara, pasal 23 ayat 1 LD 45
e —eelasEnnua mengatir gars besamya saja. Babwa pengawasan
e smagaran negara dilabsanakan oleh san badan: Badan Pengawas
S EPF). Badan ini dinegaskan unizk memeriksa perlanggunaiawaban
=i meoera dan secara konstitusional, hasil pemeriksaan ini disampaikan
- T7% Dengan mekanisme ind dibarapkan pengawasan |k fintas kewan
= me——— apal berjalan lebih elekif, Pertaryaan vang relefan dengan
e e haga pengawas keuangan ind ialab mengapa DPR selam inl tdak
e —emeczian perobahan terhadap angka-angka dalam RULI APBN 7

Memoenz pengawasan atas pajak, pasal 23 ayat 2 ULID 45 me-
e meoaz - segala pajak untuk keperluan negara didasarkan atas UL
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Dengan demikian, segala tndakan yang mermberikan beban kepada rakvat,
seperti pajak dan pemasukan keuangan negars laininya, harus ditetaphkan oleh
DFR dalam bentuk UU (hat penjelasan pasal 23 ayat 2 UL 45). Pen-
gawasarl DPR vang dimaksud oleh UUD 45 memiliki ary yang sangat
penting, karena sebagalmana telah diketahus, akhimyva DPR dapat mengu-
sulkan kepada MPR untok meminia pertanggungjawabian Presiden dalam
suatu sidang istimewa, jika terjadi keadaan luar biasa dalam penyelenggaraan
negara oleh Presiden.

REALITAS PELAKSANAAN/PENERAPAN FUNGSI DPR

Gohuah hasil studl yang diterbithan oleh Lembaga Pertabiznan Mastonal
ILEMHANAS) : Peningkatan dan pemantapan peranan DPR dalam rangks
tinggal landas, menyebutkan empat fungsi ulama DPR vang harus dijalankan
sehagaimana mestinga, Keempat fungs it adalah fungsi legistatit; fungsinya
sehagal wakil rakyat vang melahirkan kepentingan dan aspirasi raxyat; fungsi
Lentrol atas jalannua kekuasazn pemerintah dan; faungst lainmya yang ada
kaitannya denganketiga fungsi diatas. Tulisan inl hanya akan membahas
ketiga fungst pertama, kedua dan ketiga diatas.

Fungsi Legislatif

Fungsi legislatif DPR, yang diwujudkan dalam bentuk pembuatan Undang-
Undang, dijalankan bersama-sama dengan pihak pemerintah (Presiden].
Dalam pengertian ini, adalah keliru balwa fungsi legislatil it hanya men:
pakan monopali DPR. Pembentukan suatu UL memang harus menunis
sersetujuan DPR. Terapi dalam praktek, hanya sedikit sekal: UL yang dapat
dirumuskarn langsung oleh DPR (ihat juga, David E Apter, 1985, hal 288).

Dalam konteks ing, UUD 45 menetapkan peran Presiden dalam
malaksanakan fungsi legislatil ataw fungs pembentubk UU dan perafuran
- pemerintah penaganti L. Namun pada waktu yang bersamaan, keluasaan
Presiden dikaitkan pula dengan peranan DPR dalam melaksanakan fungs
legislatif itu. vakni peranannya dalam memberikan persethujuan atau ratifikasi
sohuah UL, Dalam hubungan ini, Presiden memang berperan sebagai
pengambil inisiatif, tetapi karena ada persetufuan DPR, maka DPR dapat
dikatakan berperan sebagai pengawas terhadap RUU vang diajukan terhadap
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epe=e = momerintah penggantt UL meskipun hal vang disebut teraldir ind
et = dalam persidangan erikutna.

“ari uraizn diatas, terlihat bagaimana kewewenangan kedua lembaga
Srmo megara: Presiden dan DPR dalam menjalankar fungsi legislatit secara

Se—s=—szama, bukan secard terpisah-pisab. Jadi jelzs, UL tidak akan lahir
s perseiujuan DPR, tetapi juga lidak akan ada tanpa pengasaharn
S Diari hal-hal yand dapat disaksikan ini, terlinat keriasama dianiara
s ermmaga tingg! negara ind. Dar int sebenarnva tidak sesual dengan
s s politica” yand dinernbangkan Montesgue.

Seianpuinya, disatu sist, Presiden mempunyal kehuatan pembanis
L8 Sremen [gyaral) persemijuan DPR. Disict lain, DPR diberi hak memaiukan
=T cencan FAaml pengesabian Presiden. Dengan begltu, suai U tidak
- b tanpa adanya kerjasama Yany baik antara Presiden dengan
~== Terioanlah sstion “separation of power” yang dikembanghkan dalam
se—rwr== Pancasila, terifama serneniak dua dekade terakiir ini, Persoalar:
e wpe=r=ng Dagaimana meninghkatkan fungsi lemnbaga DFR sesual dengan

e =g sesungguhinya.

= mermerintah yang dipimpin oleh Presiden dalam mengamiil
et —emezaiukan RUU amatlah dominan seiam arde bare ni. Bahkan
s =i terakhir, ateu comeniak Pemily 1971, tidak satupun RUU vang
e == w=d jrasiatif DPR. Kepincangan ini bukan tidak menimbulzan
e masvararat. Pada hal dalam sistern demokrasl, fungst logislatit

= =dat=h mowakili raluat, dan kedua membuat LU {Dravid E. Apter.
= 728 Lale mengapa ledua furgsi iba jusing didorminasi oleh
e can kenapa DPR sidak mampu memalankan furngsi itu?

=== meherapa fakior yang menyehabian mangapa nemerintah terialuy
e Salem miengambil prauarsa menagajukan UL sehingga kelihatan
s fungsl DPR

== dilihat dari posist Presiden selaku mandatarls MPR, peran
= = == lain melibat adanyz Lebutuhan akan UU urtuk mengatur
e apeupan Ketatanegaraan dalamn menjalankan roda pemerinta-
= = dengan sendicinya mendarong Presiden untuk mengajukar
- .= lombaga legisiatif untuk disetujui selam masa jabataniya.

¢ e jeriinat dominasi inisiatif Presiden terhadap lembaga Par-
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Kedua, Presiden atau pemerintah memilik tenaga ahli. data dan akses
infarmasi serta fasilitas yang memungkinkan unmuk melahirkan sejumlah RUU
dari waktu ke wakiu. Sebalikrya, hal semacam i tidak dimiliki oleb DPH.
Sarnpel saat ini lembaga DPR/MPR belum memilila penasehat ahli sebagai-
mana vang dimiliki oleh parlermen negara-negara maju, seperti ¢i AS dan
negara-negara Eropah Bara:. Disiulah sebenamya letak persolan mengapa
eksistensi DPR semakin melemah, sementara pemerintah terlinat semakin
dominan dalam pengelolaan pemerintal: negara ini

(Meh karena itulah, sering muncul pemikiran termasuk dikalangan
angaota DPR sendiri tentang bagaimana membenahi fungsi dan peranan
DPR, termasult penggunazan hak inisiat? sebagaimana relah diperuntukkan
oleh ULD 45,

Mengenai penggunaan hak imsiatif ini, DR Alberl Hasibuan misalrye.
mengemukakan pandangan: bahwa pada awal orde bary, penggunaan hak
inistatif ini oleh anggota DPR memang sengaja diperketat. karena dikhaza-
firkan akan dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu
stabilinae nasional. MNamun sekarang, sebaiknya penggunaan hak imsiatif
angoots dewan ini diperlonggar, bukan saja karena kualitas anggota dewan
selkarang sudah lebih baik, telapi juga karena mereka sudah mampu menen-
sukan mana masalah vang dapat menimbulkan destabilitas,ketidakstabitan
dar: manz yang bersifat membina (Madia Karva, Mei 1989,

Pada hemat kita, int persoalannya bukan hanya terletak pada anggota
dowan ansich, tetapi justru pada ketentuan Tata Tertb DFR sendini yang
mengekang ruang gerak dan kreatifitas anggota dewan. Ketua umum PFP.
lsrmael Hasan Metaroum misalnya menganaggap, “tatib dewan yang ada
memasung diri sendiei” [Suara Pembaruan, 13 Nopember 1952).

Diar uraian diatas, terlihat bahwa peranan DPR dalam pelaksanazn
funasi lequelatif selama ind boleh dikatakan terbatas dalam proses pemben-
tukan UL vang berasal dart berbagai RUL vang diajukan pemerintah, Inilah
kirarya varg menimbulkan kesan negatif terhadap lembaga tinggi negara ini.

seliingga sering terdengar ungkapan babwa DPR tidak lebih dari sekedar
lermbaga “pember persefujuan” atas semua kebijaksanaan pemerintzh.

Sungguhpun begitu. terlepas dari segala kelemahan ini, kita melibal
adanya kemajuan dalam pelaksanaan fungsi DPR akhir-akhir ini. Hipotesis
ini disandarkan pada perkembangan sistern pengamblikan keputusan DPR,
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dimana DPR masth berperan secara aktif dalam menghasilkan produk-pro-
duk perundang-undangan di Indonesta, Sebagat contoh, sampai hari ini,
tidak satupun RUIU yang diasjukan pemerintah lolos menjadi U0 tanpa revisi
dan penyernpurnaan dari DPFR melalui pembahasan di berbagai tingkat dan
fraks: di DPR. Kondisi inl dapat menggambarkan bagaimana meninakatkan
kualitas anogota parlemen dari waktu ke wakna.

Sel=niutnua, akhir-akhir ini, ada gejala ke arah permberian tim penase-
hat kepada anogota Dewan, meskipun jumlahnua masih terbatas sekali
sehingga belum proporsional. Apa vang dibaraphkan dari keberadaan tenaga
penasehat ahli Dewan ini adalah bahwa di tahun-tabun mendatang, pemer-
intah harus melibat keberadaan penasehat abli sebagai suatu kebarusan
dalam mengembangkan sistem demokrasi. Jadi, setap anggota Dewan
rmemilikl mirimum satu orang penasehat. Dengan demikian, secara bertahap
lembaga legiclatil akan dapat meningkatkan fungsinva melalui koalitas indi-
vidu

Fungsi Pengawasan

Spcara formal, DPR tidak mermilik perangkat vang memadal unmok melak-
sanakan fungsi pengawasan dengan baik. Mamun sebagaimana dikhawatir-
kat oleh berbagal kalangan dalam masvarakat kita, babhwa dalam praktelnva
fungsi pengawasan itu belum terlaksana sebagaimana diinginkan. Dengan
kata lain, pelaksanaan funas pengawasan ing boleh dikatakan tidak beralan
seperti yang dikehendali aleh konsttust (Syofyan Efendi. 1990, hal &)

D sisi lain, GBHM vang merupakan pencermminan kehendak ralogar
dalam hentuk garis besar kebijakan pembangunan nasional lelih merupakan
produk birokrasi pemerintah dari pada realisasi keinginan rakval. “Suara
DFR sudah paraw, karena berkali-kali sudah ngomong tetapi lidak langsung
ditanggapl oleh eksekutif” kata Krisantono, secrang mantan anggota FEP
pada periode 2l

Dralam hiearing (dengar pendapat) dengan Komisi I DPR RI, Junl 1989
barvak anggota DPR vang mengeluh karena lembaganya pemah mengajak
rapat kerja sualu instans) pemerintah, tetapi pejabat instansi vang bersanghku-
tan tidak bisa hadir, dengan alasan sibuk. Suara lain mengemukakan, bakuwa
DPR sudah sering mengajukan pandangan kepada pemeriniah, tetapi tidak
ditangagapi secara baik oleh pengambil keputusan di instansi.
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Kondisi seperti Ini aleh Jenderal pumawirawan Soemitra dikatakan
“Lemahnya fungs pengawasan DIPR seperti sekarang ini bukan terjadi tanpa
sehab. Kelemahan ini terjadi karena memang penerapar politik aleh pen-
quasa demikian adanya. Karena jangan terialu menyalahkan DFR (Kedaula-
tan Ralkyat, 2 Juli 1991).

Selanjutnya, DR Loekman Soetrisno dalam suaty wawancara dengan
Jawa Pos menanggapi pandangan Wapres Sudharmono tentang kontrol
DPR terhadap ekselutil menyatakan: “masalah fungsi DPR yang melemah
nukan semata karena kultural atau fakior vang ada didalam diri anggota
dewan itu sendir, tetapi juga terletak pada sistem yang melinghupinya, karenz
strukiur yang ada memang memadikan lembaga lersebut ternah (Jawa Pos,
25 Juli 1991}

Dalam pandangan penulis, melemahknya peranan DFR se-
merti tersebut di atas, paling sidak didasari oleh beberapa faktor
berikut.

Perlama, problem struktural vang nersurnber dari penerapan politik
olelh penguasa. Ini menyanghul sistern dar mekanisme yang diatur dalam
berbagai LU dibidang politik, dernlkiar juga ketentuan-ketentuan yang diatur
dalam Tata Tertio DPR. UU No. 3/1985 tentang Partat Politik dan Golongan
Karya misalnya, memberikan kewenangan yang berlaku besar kepada Preg-
den. Secara lebih detail, pasal 14 UU No. 3/1985 inl menyatakarn :

(1) Dengan kewenangan yang ala padanya. Presiden/Mandatarls Majelis
Permusvawaratan Rakyal dapat membekukan pengurus tingsat pusal
partai politik dan Golongan Kanga, yang termyata melakukan tirdakar:
tindakan vang bertentangan dengan pasal 7 huruf 2 dan pasal 12

(2} Pembekuan vang dimaksud ayat 1 pasal inl dilakukan setelah men-
denigar keterangan dari pengurus tingkat pusat yang bersanghiutan dan
setelah mendengar pertimbangarn Mahkamah Agung.

Kedua, akibat langsung dan kewenangan Presiden tersebut adalah,
muriculnya rasa ketakutan akan di "recall” bagi sebagian anggola DPR untuk
bersuara lebibvokal, Karena sikap vokal, terutama vang menentang lebijakan
pemerintah, dianggap belum sesual dengan budaya palitik bangsa Indonesia.
Adanya ketentuan “recall” dar organisasi induk suaty braksi terhadap anggo-
tanya, dapat mempersempit ruang gerak dan kreatifitas secrang anggota
dewar.
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Ketiga, melalyi mekanteme yang terstruktur dalam Tata Tertib,
menggariskan bahwa keputusan fraksi di DPR ditentukan oleh organisasi
induk. Ini berarti bahwa kemavan politik induk organisasi darl masing-ma-
cing frakst sangat menentukan, karena induk organisasi harus memperhi-
tungkan rugi labanya bila berhadapan dengan pemerintah. Pengawasan
yang terlalu ketat oleh fraksi terbadap para anggotanya ini, pada gilirannya
akan dapat menjadi “bumerang” dalam pengembangan sistem dernokrasi
Pancasila.

Heempat, kendala struktural seperti tersebut diatas, akan menimbul-
kan ekses tersendini terhadap budava politik bangsa. Dalam kaitan ini,
pengembangan sistem dermokrasi Pancasila vang sampal hari ni masih
mencart bentuknva terkadang dimanfaatkan oleh pemerintah (penguasa)
untuk memperkuat kemapanan formar politik vang telah ada, meskipun
sebenarmua kebijakan vang diambil eksekutil “belum tentu” sesuai dengan ide
demaokrasi Pancasila dan isi UUD 45,

Helima. struktur DPR vang kurang terpisah dengan birokrast, men-
qakibatkan posisi dan peran DPR tidak saja lebih rendah dibandingkan
dengan Presiden, tetapi juga prosedur pemilihan anggota kedua lemibaga
tersebist: pengajuan daltar nama oleh partai dan Golkar, telah menvebabkan
lermbaga legislatif “kehilangan arti” sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Dalarm pengertian ini, anggota dewan kurang merasa sebagal wakit rakyal
vang kepentingannya perlu diwakiii dan diperjuangkan dalam benmuk pem:
huatan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah.

Keenam, ketidak berimbangan struktur anggota dari ketiga orsospol
yang ada sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam peru-
rusan kebijaksanaan pemenntah. Pengaruh ind terlihat dari dominasi Ciolkar
dengan fraksinya terhadap kedua fraksi yang berasal dari PPF dan FDIL.
Kondist inl melahirkan presepsi/tanggapan langsung di masyarakat: bahwa
keluarga besar Gokar vang diwakili oleh fraksi Kanya Pembangunan dan fraksi
ABR]. Dan dominasi Golkar terhadap kedua partai minoritas akan memu-
laskan jalan bagi perumusan kebljakan vang diinginkan oleh pemerintah.

Hambatan-hambatan struktural seperti digambarkan diatas harus disa-
dari sebagai penyebab mandulnya pengawasan legislatif selam pemerintah
orde baru. Hal ini antara lain disebabkan karena bdak seimbangnya
kedudukan DPR dengan pemerintah dalam prakteknya. Untuk itu, diperlukan
“nolitical will” pernerintah untuk menyerahkan sebagaian kebebasan yang
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cslama seperempat abad ini telah dinikmati oleh pernerintah dalarm pengelo-
taan negara menujl pembangunan nasional

Hanva dengan kermauan politlk inulaby, upaya-upaya kearah perbaikan
sistim dalam pengelolaan negara unitik memperbaiki posisi legislatif agar
tebih berimbang dengan kekuasaan elsebutil, dapat dilaksznakan.

Yang menarix disinl ialah, bahwa pembentul kemapanan ifu bukan
dilaksanakan secara inkonstitusional, tetapi diusahakan sebalk mungkin
dibentuk secara formal konstitusional dengan rnenelarkan berbagad kegaitan
bidang peltik, Maka peraturan perundang-undangan bidang palitik vang
dibuat sebenarnua lahir dari kondisi int.

Selnin dari kendala df atas, terdapat kelemahan dalam pendalaan yang
membawe koneelowens: lemahmua ihatan antara “Wakil” dan feraakil”.
Lembaga legislatil mempunyai kelomahan struktural lain sebagai akibal
sietern selelst dan pendataan anggola yang ada Kejamahan ini amat berpen-
garuh pada pelaksanaan fungsi pengawasar DPR, khususnua dalam pelak-
=anaan hak budget, hak imisiatii serta hak bertanya DPR. Jika dibandingkan
dengan kedudukan birokras! vang memegand kekuasaan eksekutif, kapasitas
DPR sebagai pemegang kekuasaan legistarif tidak seimbang dalam kemarn-
suan pelaksanaan hak budget. nak indsiatit dan hak interpias: yang
dumilikinya. Karena kelemahan ini, DPR dalam penyelenggaraan penyusUnan
angEaTan dan perumusan undang-undang sangat tergantung pada birokrasi,
Disamping itu, hak nserplasi tidask dapat digunakan seoptimal LTI,
disebahkan kurangnya kemampuan profesional anggota leqiskatil untuk men-
gumpilkan dan mergelan data dan informasi disamping tidsak mudahrya
memperaleh persetuiuan formal untuk menggunakan hak tersebul,

[ samping itu, kompasisinva DPR vang lehih didaminasi oleh para
mantan kirckrat serta wakll ABRI telah pula menimbulkan arientasi yang sama
cepert dalam birckrasi, Aklvanya, dowan tebih bersifat pasif dan gagasan sema
pemikiran-pemikiran diambil alih cieh hirokrasi (Sofan Flendi, 1990; hal gy,

Keadaan ini tidak berubah secara cepat sohelum ada perubahan yang
mendasar dalam sistemn kepartalan serta proses pemilihan anggota OPR.
Sabelum it terjadi, sebagai undakan internal atau kedalam divpayakan dalarm
custy mekanisme yang jelag, sehingga orieniasi anggots PR tidak lag
bersikan sebagai “wakil golongan berkuasa”, akan tetapi mengarah pada
sikap ‘wakil rakyat” (Sofvan Eferdi, 1990; hal 10).




Fungsi sebagai wakil kepentingan rakyat

Sesungguhnya, fungsi DPR sebagal wakil rakyat diawali dari suatu proses
yang panjang yang diovar dengan pemilinan umum, Pemils mernupakan alat
vang dipakai dalam sistem negara demokras: untuk mencapal tujuan negara
salah satu prinsip dasar dalam demokrasi adalah setiap warga negara berhak
ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Marun disadari babwa hal tersebui sangal mustabil dilakukan,
karenanva lahitlzh lembaga perwalalan rakyar. Melahd lembaga tersebut,
pada hakekatrva badan legislatif adalab lembaga vang anggotanya diangnap
mewakili kepentingan rakyat. Tulah sebabnya, badan ini dinamakan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR]. Nama lain yang juga sering dipakai ialah Parlernen
Mirizm Budiardin, 1982, hal 173). Sehingga secara teoritis, rakyatlab yang
berdaulat, dan rakyat vang ekl kemauvan. DER harus mampu meru:
ruskan kemauan rakvat dengan jalan menentukan kebijgksanaan umum
ipublic policy) vang mengikat seluruh rakyat. Dengan demikizn, setiap saat
setiap anggola wakil rakvat harug selaly fanggap terhadap kelnginan dar
kepentingan rakyat vang meliputi: bidang kebijaksanaan, pelavanan can
dalam hal pengalokasian kebutuhan publk (Heinz Eulau et al, 1987, hal
67-68).

Diari gambaran teoritis diatas, sebenamya DFR memang harus salak
memperlihathan apa vang menjadi kehendak rabyat, sehingga masalab-
masalah vang dinadapi masyarakat secara umum dapat diatast oleh lembaga
fersebui.

Telapi kenyataannya, apa vang digambarkan secara teorits it sulif
ditemui dalam praktek. Karenanya tidak farang masvarakal semakin frustasi,
karena pengaduan persoalan mereka terutama yang menyanghut pelanggara
terhadap kepentingan mereka ke Dewan yang terhormat, ternyata tidak
mendapat penvelesaian yang tuntas dan cepat.

Dalam hubungan int. ketidakmampuan DPR dalam menangani kasus
pertanaban; seperti kasus Kedungombao, kasus tanah Kacapiring dan masalab
tapah Cirmacan misalnua, membuat masyarakat semakin frustasi terhadap
fungsi dar peran DPR. Aldbatnya, masyarakat malah lebih suka menyampai-
kan persoalan dan aspirasi mereka ke Lembaga Bantuan Hukum (LEH]}.
Karena melalui lembaga sernacam ini, rakyat merasa kepentingan meteka
lehih terlindungan ketimbang mengadukan persoalan ke DFR.

al




Aspek lain darl hubungan antara masyarakat denigan badan legislatif
dapat ditelazh melalui derajat keselarasan antara struktur masyarakat dengan
komposisi dan pola tingkah lzke anggota tersebut. Artinva, tinghat per-
wakilan dari DPR ditinfau melalui keserasian antara pengelompaokan anggots
dewan dengan pengelompokan vang hidup dalam masyarakat. Dengan
demikian. dapat di jawab pertanyaan; siapa vena diwakili oleh DPR dan
anggota DPR mewakili stapa? (Arhi Sanil, 1985: hal 23)

Hal lain yang perle dilinat darl DPR secara internal adatah bahwa saran
mercka kurang diperhatizan pemerintah, Hal inl antara lain, dapal dari
keterbatan DPR untuk merealisasitan aspirasi dan kepentingan rakvat vang
diangaapoya relevan. Hetidakberdavazn DPR dalam mempengaruhi Presi-
den atau pamerintah untuk mengubah ateu memperbaiki suaty kebiaksanaan
berdasarkan aspiras dan kepentingan rakyat vang disalurkan melald DPR
menimbulkan kesan bagl masvarakat babwa DPR kurang mampu melal-
sanakan fungsings sehagal penvalur aspirasi dan kepentingan meraka,

seperti disebut diatas. bahwe masyarakat lebih suka memakai salurar:-
saluran lain: seperti LBH. ormas, dan paling tidak melalui surar pembaca o
mas media. [ni membenkan indikasi bahwa kepercayaan masyvarakal ter-
hadap lembaga legislatif perhs difikirkan adalab, bagaimana menghidupkan
kembali fungsi DPR agar keberadaannya lebih efektif sehingaa benar-benar
bermakna bagi rakvat,

PENUTUP

Problermatik vang dihadapi DPR dalam mentalankan fungsinya serneETjak
cekade terakhir i dapat disimpulkan dalam dus persoalan: struktural dar
kultural. Kendala struktural, vang lahic dari sistim politk vang berlaku,
merupakan ekses yang tidak bisa dielakkan dari rancangan pembangunan
sistirn politk dan ketatanegaraan vang diinginkan aleh penguasa orde baru
Int antara lain menipakan ekses langsung dari zioorltas irilogi pembangunan
+ wang sejas REPELITA [ selalu menekankan pada pembangunan di bidang
ekonomi, dengan stabilites politik sebagal pendampingnva

Kendala kultural, vang merupakan budaya palitik adalah ehees vang
lidak tevelakkan darl pembatasan sistem dalarm kendala strultural diatas.
Budaya peternalistik/kepemimpinan misainya, terlihat menjadi penghambar
jalannyva pembangunan demokrasi dan keterbukaan pelitik di Indonesia.



Interaks: kualitas dari kedua fakior diatas vang selama ini terjadi, telah
menvebabkan mandegnya perjalan fungst dan peran lembaga legislati dan
hamwa pada tngkat nasional, tetapi juga pada bngkat daerah: DFRD Tht. [
dan DPRD Tkt 1.

Harmbatan-hambatan struktural sepesti disebut diatas, ternyat telah
inelahirkan suaty kondisi dimana DPR tidak memiliki kekuatan dan kreatiiitas.
DER hanva lebih banyak menggunakan hak-hak lain seperti hak interpelasi
{Amir Santoso, 1993: hal 48} Dan karena kelangkazn dana maupun staf
dan lenaga ahli, menyebabkan DPR selama ini tidak mampu menggunakan
hak angket vang dimilikinge.

Dialam rangka memperkuat funasi dan peran lembaga legistatii posisi
dan kompasist keanggotaan yang sangat fidak berimbang antara Fraksi Karva
Pernnangunan, dan Fraksi ABRIL vang semuanya berasal dari keluarga nesar
organisas palitik Golkar dengan fraksi Persatuan Pembangunan (PPP) dan
fraksl Demakeasi Indonesia PO, telah seharusnye diperbaiki. Dengan kata
lain, jurnlah anggota DPR vang diturguy dari fraksi ABRI sudah masanya
diloarang: sebab, tanpa pemilu sekalipun, sebenarnya jumian anggota Duwan
vang berasal dari keluarga besar Golkar sudah berjumlah 20%, Disamping
itu meran strategis ABRI sebagai kelompok penekan dan atas bagian dari
eksekutif juga sudah cukup dominan.
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